PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR %2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN DALAM
BENTUK STIMULUS BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang: : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi
Wali Kota dapat memberikan Insentif Fiskal kepada
pelaku usaha di Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan
dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau
sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan
memperhatikan kondisi wajib Pajak atau Wajib
Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;

c. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kemampuan
membayar wajib Pajak serta untuk meningkatkan
penerimaan Pajak daerah di sektor Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan maka dipandang perlu
diberikan keringanan dan pengurangan dalam bentuk
stimulus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan yang akan ditetapkan di Tahun 2024;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian

Keringanan dan Pengurangan dalam Bentuk Stimulus
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
Nomor 12);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN
KERINGANAN DAN PENGURANGAN DALAM BENTUK
STIMULUS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk
Linggau.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Bea perolechan hak atas tanah dan bangunan yang
senjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan.

6. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan /atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

7. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas
tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang dibidang pertanahan bangunan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan daerah.

9. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap
besarnya ketetapan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Banguan yang terutang.
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10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

11. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak
yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi
oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam
satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan
batas ZNT tidak terkait kepada batas blok.

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali
Kota.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur pemberian

stimulus BPHTB kepada Wajib Pajak BPHTB dalam
wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini agar tidak memberatkan
masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan
kewajiban membayar pajak BPHTB dalam wilayah Kota.

BABII
KLASIFIKASI PEMBERIAN STIMULUS
Pasal 4

Klasifikasi, besaran dan pengecualian pemberian keringanan
dan pengurangan dalam bentuk stimulus BPHTB ditetapkan

dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Juu 3034

F, Pj.WALI KOTA LUBUK LINGGAU, ﬁ
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(2 SOIRIS EFRIFANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Juit 3034

N~
( ; Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

/TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 23



